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ABSTRAK 

 Sofyanasari, Elisa Putri. 2023. Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 53 Perspektif  Maslahah Mursalah. Program Studi 

Ahwal AL-Syakhsiyyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam 

Malang. Pembimbing (1): Drs. H. Abdurrahman Alfa, M. Ag. 

Pembimbing (2): Drs. Ibnu Jazari, M. Hi. 

Kata Kunci : Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Perspektif Maslahah 

Mursalah. 

Ketetapan kawin hamil telah diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

dengan 2 ayat di dalamnya. Namun sayangnya di dalam pasal tersebut tidak 

memberikan rincian secra jelas tentang hamil diluar nikah seperti apa yang boleh 

menggunakan dasar hukum pasal 53 tersebut. selain itu, kata “dapat” dalam pasal 

53 ayat (1) masih menimbulkan celah, apakah hanya laki-laki yang 

menghamilinya atau laki-laki lain yang tidak menghamilinya juga diperbolehkan 

untuk menikahi wanita hamil diluar nikah. Selain itu juga di dalam KHI tidak 

mengatur tentang hukuman bagi pezina baik yang sudah menikah maupun yang 

belum, di dalam perundang-undangan yang lain tidak mengatur tentang pezina 

yang sama-sama belum menikah. Hal ini menjadi suatu masalah dengan 

banyaknya kehamilan diluar nikah yang terjadi, bukan lagi sekedar menyangkut 

sah atau tidaknya pernikahan tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah 

apa yang menjadi landasan hukum terkait munculnya pasal 53 KHI tersebut. hal 

ini dapat diteliti melalui Perspektif Maslahah Mursalah. Perspektif Maslahah 

Mursalah ini digunakan untuk mengkaji pasal 53 KHI yang diharapkan terjadi 

sebuah keterkaitan antara teks dengan konteks sehingga mampu menghasilkan 

pemikiran dan pemahaman yang mendalam dan aktual mengenai kebolehan kawin 

hamil dengan segala pertimbangannya. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 

Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Bagaimana 

Ketetapan Kawin Hamil Perspektif Maslahah Mursalah. 3) Apa Ketetapan Kawin 

Hamil Memungkinkan Adanya Pembaharuan. 
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 Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Mendeskripsikan 

Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Mendeskripsikan 

Ketetapan Kawin hamil Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. 3) 

Mendeskripsikan Kemungkinan Adanya Pembaharuan Ketetapan Kawin Hamil. 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah library research (kepustakaan), 

peneltian ini juga termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data menggunakan telaah literature dan sumber-sumber 

yang mengandung kemudian data yang terkumpul dianalisi dengan model analisis 

isi (content)dan deskriptif analisis. Keabsahan data yang digunakan dalam skripsi 

ini menggunakan trigulasi sumber dan teori. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Kawin hamil memiliki legalitas 

yang kuat yakni dalam pasal 53 KHI. 2) pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, 

yaitu Maslahah Mursalah. 3) pasal 53 KHI perlu dilakukan peninjauan ulang, 

redaksi dalam pasal 53 perlu diperjelas dan perlunya hukuman sebagai upaya 

preventif dan efek jera.  
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Abstrack 
 

Sofyanasari, Elisa Putri. 2023. Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 53 Perspektif  Maslahah Mursalah. Program 
Studi Ahwal AL-Syakhsiyyah. Fakultas Agama Islam. 
Universitas Islam Malang. Pembimbing (1): Drs. H. 
Abdurrahman Alfa, M. Ag. Pembimbing (2): Drs. Ibnu Jazari, M. 
Hi. 

 
 

The provision of maternity marriage has been regulated in article 53 of the 

Compilation of Islamic Law with 2 verses in it. But unfortunately the article 

does not provide clear details about what kind of pregnancy out of wedlock 

that boelh uses the legal basis of article 53. In addition, the word “may” in 

article 53 paragraph (1) still causes a loophole, whether only men who 

impregnate her or other men who do not impregnate her are also allowed to 

marry pregnant women out of wedlock. In addition, the KHI does not regulate 

the punishment for adulterers, both married and unmarrid, in other laws it 

does not regulate adulterers who are both unmarried. This is a problem with 

the number of pregnancies out of wedlock that occur, no longer just about 

whether the marriage is legal. However, what is taken into consideration is 

what is the legal basis related to the emergence of article 53 of the KHI. This 

can be examined through the perspective of Maslahah Mursalah. This 

perspective is used to examine article 53 of the KHI which is expected to have 

a relationship between the next and the context so as to be able to produce 

deep and actual thoughts and understandings about the permissibility of 

pregnant marriage with all its considerations. 

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) How is the 

Provision of Pregnant Marriage in the Compilation of Islamic Law. 2) How is 

it the Determination of Marriage to be Pregnant from the Perspective of 

Maslahah Mursalah. 3) Whether the provision of maternity marriage allows 

for renewal. 

The research objectives of this thesis are: 1) Explaining the Provisions of 

Pregnant Marriage inthe Compilation of Islamic Law. 2) Explain the 

provisions of maternity marriage in the perspective of Maslahah Mursalah. 3) 

Explain the possibility of reforming the provisions of maternity marriage. 

The type of research in this thesis is library research, this research also 

includes normative research with a qualitative approach. The data collection 

method uses a review of literature and sources containing then the collected 

data is analyzed with a content analysis data is analyzed with a content 

analysis model and descriptive analysis. The validity of the data used in this 

thesis uses trigulation of sources and theories. 
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This study obtained conclusions: 1) Pregnant marriage has a strong 

legality, namely in article 53 of the KHI. 2)Article 53 of the KHI contains 

benefits, namely Maslahah Mursalah. 3) Article 53 of the KHI needs to be 

reviewed, the redaction in aericle 53 needs to be clarified and the need for 

punishment as a preventive measure and detrrent effect. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup berpasang-pasangan adalah sifat alami dari semua makhluk di 

alam semesta ini, termasuk manusia. Hukum Islam dan hukum positif, 

sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat, mengatur tata cara 

dan segala sesuatu, termasuk tujuan perkawinan. Dalam Islam, tujuan 

pernikahan adalah untuk membentuk keluarga Sakina, Mawadda, dan 

Rahmah. Peraturan Indonesia juga menjelaskan tujuan ini. Berdasarkan 

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1994, Pasal 1 menegaskan bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk “keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

Karena itu manusia ada sebagai makhluk Tuhan, diberkahi dengan akal 

dan martabat, keteraturan dan etika. Diyakini bahwa orang yang 

berpasangan harus bertindak sesuai dengan hukum Syariah, hukum dan 

norma yang berlaku. 

Pernikahan sangat sakral dalam Islam sehingga hukum terkadang 

berubah. Hukum Islam awalnya melarang keintiman antara pria dan 

wanita, tetapi aktivitas seksual setelah menikah diperbolehkan dan  

memiliki nilai agama. Hubungan intim tanpa ikatan suci pernikahan dan 

perzinahan adalah ilegal, tetapi perzinahan mengarah ke dan sering 
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berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan, dan anak yang lahir dari 

perzinahan memiliki persyaratan hukum yang berbeda dari anak yang lahir 

di luar nikah. 

Islam sangat mementingkan kehadiran anak-anak yang terhormat 

sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam Al-Qur’an, anak-

anak dipandang dari berbagai sudut pandang. Pertama, anak dipandang  

sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Dalam pengertian ini, seorang anak 

adalah kebanggaan orang tuanya, sekaligus kebanggaan seseorang atas 

harta miliknya. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang 

dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi : 

َ
َ ْ
ل
َ
وَالُا

َ
ي نُۡ نۡ َاب يَوة

َ
َاح

و
نََ َيۡنَوَ 

ُوو َـ
ْ
ََ َاب ََۚالُ و

َ
َ الَُ خ اً نَا

َ
ََ ََ ۡ

ِّك ََ َ َُ وَ ِۡ عٌ
َۡ َََ وُ ية ِۡ َابّٰل وُ وة ِۡ ةـ

ْ
اًَََ اب ََ

َ
ا عٌ َۡ  

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan. 

Yang kedua, anak dipandang sebagai cobaan. Hal ini termaktub di 

dalam Al-Qur’an surah al-Anfal ayat ke-28 sebagai berikut : 

َ ظۡوْمع َِ َ جْرع
َ
َا
ه ْٓ َُ وْ ِۡ هََ

ل
َابل  خ

َ
ا َۙ خ

ع
مَْفۡتْوَ 

و
ك دو

َ
ْ لَ

َ
مََْ ا

و
ك
و
نَاب َْ

َ
َا
ْٓ
مَالُ يخ

َ
اَا

ْٓ
نْ مو

َ
ل ِْ َࣖ ا  

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah    

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 

Gambaran anak bermasalah adalah bahwa anak bisa menjadi ukuran 

ketakwaan orang tua kepada Allah SWT, sebagaimana harta yang 
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membuat orang tua bangga, atau dalam posisi anak memalukan, dan orang 

tua sengsara karenanya. Bagaimana sikap orang tua terhadap keadaan 

anaknya, bagaimana hubungan orang tua yang lebih dekat dengan Allah 

SWT atau sebaliknya, jauh dari Allah SWT, disini anak menjadi ujian bagi 

orang tua. 

Dalam yurisprudensi, istilah "anak sah dan tidak sah" atau "anak zina" 

digunakan. Anak Zina biasanya dianggap sebagai anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah oleh orang tuanya. Anak yang tidak dinikahkan 

adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang 

tidak terikat perkawinan secara hukum. Ada perbedaan pendapat di 

kalangan ulama fikih, khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam, 

tentang apa yang dianggap sebagai anak sah. Misalnya, Imam Abu 

Hanifah berpendapat bahwa anak yang sah adalah yang lahir dalam waktu 

enam bulan setelah akad nikah. Anak tidak dianggap sebagai anak sah jika 

usia perkawinan kurang dari enam bulan dan anak belum lahir. 

Para ahli fikih berbeda dengan ahli hukum Islam di Indonesia yang 

mengkhususkan diri dalam menyusun hukum Islam saat menentukan anak 

yang sah. KHI tidak menentukan usia kehamilan setelah menikah karena, 

menurut Pasal 99, "anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah." Dengan kata lain, jika dia menikah kemarin dan melahirkan anak 

hari ini, anak yang dia lahirkan dapat dianggap sebagai anak sah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku untuk perkawinan dengan wanita yang 

hamil di luar nikah. Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: 
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1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya; 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 

3. Dengan dilangsungkan-nya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setalah anak yang diandung lahir. 

Jadi ketentuan kawin hamil dalam KHI bahwa wanita yang sedang 

hamil dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih 

dahulu dan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayah 

biologisnya. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dan 

Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wanita pezina tidak memiliki 

‘iddah sebab ‘iddah hanya untuk menjaga nasab dan pezina laki-laki 

terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita tersebut. Abu 

Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang menikahinya 

maka nikahnya tetap sah akan tetapi tidak boleh mencampurinya sampai 

istrinya tersebut melahirkan. Imam Malik dalam hal ini berpendapat 

bahwa apabila laki-laki selain yang menghamili tidak boleh menikahinya 

sampai wanita tersebut melahirkan, hanya laki-laki yang menghamilinya 

dapat menikahinya. Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan surat an 

Nur ayat 3 sebagai berikut: 

مََ ۡ
رك َََۚ حو رۡكع

ْ
ش وَ َ ْ

َ
َيَاٍ َأ

خ
َإۡلَ

ْٓ
هَالُ َيَوكۡحو

َ
َلَ

و
ايۡوَ  ََ ٱبزخ

ا
 
َ
رۡك

ْ
ش وَ َ ْ

َ
َأ
ا
َيَايۡوَ 

خ
َإۡلَ َيَوكۡحو

َ
انۡىَلَ بَۡٱبزخ

َة
َذ ََ

وَۡۡ َ َۡ
ْ
ؤ
و ْ
ىَٱل

َ
ل َِ  
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Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 

tidak dikawinioleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang muslim. 

 Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa wanita hamil tidak 

boleh dinikahi oleh siapa saja termasuk yang menghamilinya sampai 

wanita tersebut melahirkan. 

  Selain itu dalam ketentuan anak hasil kawin hamil menurut 

pandangan ulama fikih dan KHI memiliki perbedaan dalam usia kehamilan 

pasca menikah. Dengan kata lain menurut KHI tentang ketentuan anak 

hasil kawin hamil yang dilahirkan pasca menikah tersebut dapat dipastikan 

sebagai anak sah sedangkan menurut pandangan ulama fikih belum tentu 

dapat dikatakan sebagai anak sah. Sebagai contoh pendapat Imam Abu 

Hanifah berlandaskan pada nash al Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 233 

yang berbunyi: 

َ ۡ ْۡ
َ
َحَنْب نخ دَهو

َ
ْ لَ

َ
رْضۡعْنََا َيو تو ةُ نَابۡ

ْ
ََ اب

و
يْق َۡ َ

ه 
َ
نْدَۡب

و
نْب
َ ْ
ىَال

َ
ل َِ  َََۗ

َ
 َِ ضَالُ َابرخ تۡمخ ْ َينۡ

َ
ادََا ََ

َ
نَْا

َ
ۡ َلۡ ْۡ

َ
ل َۡ الُ

َ
َك نخ هو

نْدعَ
و
نْب ََ َ

َ
هَالََُ لَ ُۡ

َ
نَب ًۡ َۢ

ع
 َُ ََ ابۡ خَ

ۤ
ضَالُ

و
َت

َ
سْعَهَالََُۚلَ َ و

خ
َاِۡلّ فْسع

َ
َي
و
ف

خ
ل
َ
ك
و
َت
َ
َلَ

ۗ
ْ فۡ عْرو

َ ْ
الُل ًۡ َ

نخ هو نَََ كۡسْنَتو ًۡ َ
ه 
خ
ىََب

َ
ل َِ  ََ ه  ُۡ

َ
ب

َۡثَۡ نَا
ْ
ََاب

َ
مَْا دْتنۡ ََ

َ
يْهۡمَالََُۗ اْۡ َا

َ
ل َِ وَالُحََ َجو

َ
لَ
َ
َف ٍَ

الُ و
َ
ش
َ
مَالََُ ت نْهو َۡك رَاضٍَ

َ
نَْت َِ َ

ا
ادَاَفَّٰۡالُلَ ََ

َ
اۡلُْ َا

َ
ََۚف ََ بۡ

ة
َذ وً

ْ
ث ََۡ َْ

هََ
ل
ناَابل وِ ََ اتخ

ۗ
ْ فۡ عْرو

َ ْ
الُل ًۡ مَْ

يْتو
َ
ت
ة
َا
ْٓ
الُ خَ مَْ مْتو

خ
اَسَل

َ
مَْاۡذ

و
وْك

َ
ل َِ وَالُحََ َجو

َ
لَ
َ
مَْف

و
دَك

َ
ْ لَ

َ
اَا
ْٓ
نْ ضۡعو ٌْ سْتَ

َ
ََت

َ
ل ِْ هَََ ا

ل
َابل  خ

َ
اَا
ْٓ
نْ مو

عٌَ ْۡ ّٰۡ ًَ نَْ َ
و
عْمَل

َ
مَالَُت ًۡ  
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Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula 

seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan 

anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

 Ayat ini menjelaskan tentang masa menyusui yang sempurna 

dan ayat ini secara eksplisit menjelaskan masa minimal kehamilan 

yang juga disebut dalam surat al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut: 

هَ  نَۡ
و
َا تْهو

َ
الَُحَۗمَل يْهَۡاۡحْسَالُيا َُ نَابۡ ًۡ سَالَُ َ

ْ
ن ۡ
ْ
يْوَالَُاِلّ َََ َ صخ

و
ث
ة
ل
َ
ََ ه 

و
ل ََ فّٰۡة ه 

و
الََُۗ حَمْل رْها

و
َك َ ضَعَتْهو الَُ خ رْها

و
نَْ َك

َ
خ
َاب ََ رََنۡعْمَتَ

و
ك
ْ
ش
َ
ْ َا

َ
َا نۡيْْٓ ِْ ْ يۡ

َ
َا ۡ
بك ََ الَُ َ

َ
َق
اۙ
َ َسَوَ  ْۡ بَعۡ َْ

َ
غََا

َ
ََ َِّل ه  خُ

و
ش
َ
غََا

َ
ل ًَ اَ

َ
َاۡذ ىْٓ اَحَۗتل هْرا

َ
َش َُ عَمْ

ْ
ن
َ
َا َتۡيْْٓ  َّخ

َ
ل َِ َ

َصَالُحۡياَ ًَ مَ ِْ
َ
ْ َا

َ
ََ ا يخ َُ ىََ ابۡ

ة
ل َِ  ََ

و ْ
نََال َۡ يَْ ۡ

ك
ََ اۡن ََ وْ

َ
َاۡب وُ بْ

و
يَْت ۡ

ك
َاۡن تۡيْۗ نخ ۡ

كَ حَْلۡ ََّْفۡ ََّْذو ِۡ صْ
َ
ََ ا ىهو رْضة

َ
َ َالَُت ْۡ سْلۡمۡ  

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, 

dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung 

sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak 

itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, 
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“Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu 

yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku 

dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi; dan berilah 

aku kebaikannyang kan mengalir sampai kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sungguh, aku terasuk 

orang muslim. 

 Dalam ayat di atas dikatakan masa mengandung dan menyapih 

(menyusui) adalah tiga puluh bulan, sedangkan dalam Surat Al-Baqarah 

ayat 233 sudah dijelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau 

dua puluh empat bulan, dengan demikian maka diperoleh pemahaman 

bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan.  

 Banyak masalah sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari. terutama 

dalam hal perkawinan. Fenomena pergaulan anak muda saat ini sering 

terlihat pada kasus perzinahan yang berujuung pada perkawinan di mana 

mempelai wanita hamil kemudian lahir anak yang statusnya dapat 

digolongkan sebagai anak sah, menurut KHI. Sebagian orang tidak 

memperhatikan masalah agama sehingga mereka tidak mempersoalkan 

status agama anak dan menganggapnya baik, yang sering terjadi di antara 

mereka. Jika KHI digunakan sebagai pedoman, itu akan memberikan 

kesempatan kepada remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan 

membuatnya legal. Jika mereka remaja, atau jika mereka belum pernah 

menikah sebelumnya, mereka tidak akan "siap" untuk menikah. Ketika 

KHI mengambil pendapat ulama, terutama tentang legalitas anak haram, 

mereka akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang timbul 
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dari hubungan seks sebelum nikah. Ini bertentangan dengan pendapat 

ulama fikih. 

 Menurut Abdurrahman, ketentuan KHI tentang kawin hamil dianggap 

sebagai "peraturan baru" dalam undang-undang perkawinan negara kita 

untuk memilih kepastian duduk perkara yang sangat diperdebatkan selama 

ini. Namun, aturannya masih belum diketahui jika yang mengawini bukan 

pria yang mengandungnya, seperti yang terjadi di negara kita. Akibatnya, 

isi pernikahan kawin hamil masih belum jelas dan spesifik. tentang 

keabsahan janin atau nasab yang didasarkan pada janin yang sudah 

dibenihkan sebelum perkawinan dan tanpa membatasi usia kehamilan 

sebelum atau sesudah perkawinan. 

 Oleh lantaran itu, bila menerapkan pemikiran para ulama klasik 

misalnya Imam Malik mengenai ketentuan kawin hamil, maka selain 

pasangan pelaku zina bisa menunaikan niat baiknya menggunakan 

bertaubat untuk menjaga nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Atas 

dasar itu, penulisan ingin meninjau kembali peraturan KHI tentang kawin 

hamil & implementasinya supaya bisa diketahui secara kentara garis 

keturunan berdasarkan anak yg dilahirkan dan mempertimbangkan impak 

positif & negatif berdasarkan peraturan tersebut terhadap kawin hamil, 

maka penelitian ini kami persembahkan menggunakan judul: 

 “Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 53 Perspektif Maslahah Mursalah” 



9 
  

B. Fokus Penlitian  

Bagian ini merupakan bagian pengembangan dari uraian latar belakang 

masalah yang akan di telaah memang belum terjawab atau belum 

dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai 

publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencakup 

aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan 

ditulis, dan trend yang melandasi kajian. 

Adapun fokus penelitian yang diteliti berkaitan dengan judul 

Ketetapan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 

Perspektif Maslahah Mursalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketetapan kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam? 

2. Bagaimana ketetapan kawin hamil dalam perspektif  Maslahah 

Mursalah? 

3. Apa ketetapan kawin hamil memungkinkan adanya pembaharuan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini haruslah 

mengacu pada masalah-masalah yang difokuskan sebelumnya.  

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:   

1. Untuk mendeskripsikan ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi 

Hukum Islam.  
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2. Untuk mendeskripsikan ketetapan kawin hamil dalam perspektif 

Maslahah Mursalah. 

3. Mendeskripsikan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaharuan 

ketetapan kawin hamil. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

peneliti setelah melakukan penilitan. Adapun kegunaanya dapat berupa 

kegunaan teoritis ataupun praktis, seperti halnya kegunaan bagi penulis, 

instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitiaan pun 

harus realistis. 

Secara umum manfaat penelitian ini memberikan pemaparan analisis 

Maslahah Mursalah terhadap ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 53. 

Selain manfaat umum di atas, peneliti juga menyampaikan manfaat 

penelitian baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan 

memberikan wawasan terhadap masyarakat, dan diharapakan juga 

dapat menambah khazanah peikiran hukum, khususnya dalam hal 

kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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Serta dapat memberikan tambahan koleksi penelitian kaitan-nya 

dengan ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam 

perspektif Maslahah Mursalah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan mendalam 

tentang Ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

53 Perspektif Maslahah Mursalah dan penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. 

E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan 

terjadinya kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud 

yang terkandung dalam judul skripsi: “ Ketetapan Kawin Hamil Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Maslahah Mursalah ” maka 

perlu penulis uraikan sebagai berikut; 

Ketetapan Maslahah Mursalah adalah penyelidikan terhadap dampak 

kebaikan dan kerusakan sebagai akibat ketentuan kawin hamil dalam 

Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui implikasi dari ketetapan kawin 

hamil tersebut. 

Ketentuan kawin hamil adalah suatu ketentuan atau aturan tentang 

perkawinan dengan wanita dalam keadaan hamil yang dilangsungkan 

sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. 
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Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang 

dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab 

yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai 

referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan di kembangkan serta 

dihimpun kedalam satu himpunan berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 

1991. 
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BAB VI 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berikut ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang penelitian yang 

dilakukan peneliti:  

1. Ketetapan kawin hamil memiliki kekuatan hukum, menurut Pasal 53 

KHI, yang terdiri dari tiga ayat. Studi ini menunjukkan bahwa:  

a. Wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang 

menghamilinya; kata "dapat" yang digunakan dalam ayat (1) Pasal 

53 bukan hanya suatu kewajiban tetapi juga suatu keharusan. Ini 

berarti bahwa seorang wanita hamil di luar nikah masih dapat 

menikah dengan seorang pria yang tidak mengandungnya.  

b. Tidak ada "iddah" untuk wanita hamil di luar nikah, dan 

perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dapat diakhiri 

dengan segera tanpa kelahiran anak dari wanita hamil tersebut. 

c. Anak yang dilahirkan oleh wanita hamil setelah perkawinan tetap 

dianggap sebagai anak sah berdasarkan dasar hukum untuk 

memiliki anak secara sah, terutama Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang 

lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"  

d. Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang menyatakan 

"Anak sah adalah anak yang lahir selama atau sesudah perkawinan 

yang sah" Karena tidak ada ketentuan dalam KUHP, KHI, atau 
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undang-undang lainnya yang mengatur hukuman bagi pezina yang 

belum menikah. 

e. Dari pendapat para ulama, penulis menarik kesimpulan bahwa 

karena kita hidup di Indonesia, maka pendapat yang diambil dari  

madzhab Imam Syafi’i dimana bahwa wanita yang hamil akibat 

zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang 

menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, 

sebab alasannya adalah wanita yang hamil karena zina tidak 

termasuk wanita yang haram dinikahi, dan akad nikah yang 

dilakukan hukumnya sah. Wanita yang dinikahi tersebut halal 

untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil. 

Walaupun kawin hamil diluar nikah halal untuk dinikahi, tetapi 

apabila wanita tersebut melahirkan dan anak dari wanita tersebut 

berjenis kelamin perempuan. Maka apabila anaknya tersebut telah 

dewasa dan akan menikah, maka nikahnya harus menggunakan 

wali hakim. 

 

1. Ketetapan Kawin Hamil Pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, 

yaitu maslahah mursalah karena definisi maslahah mursalah itu 

sendiri ialah maslahah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan 

oleh syari’at. Namunm diakui bahwa maslahah tersebut mendatangkan 

manfaat bagi manusia. Dalam maksud definisi maslahah mursalah 

adalah berkaitan tentang kategori maslahah yang lain, yaitu maslahah 

dari segi tingkatannya, dalam hal ini adalah maslahah dharuriyyah 
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yang didalamnya berisi tentang pokok kemaslahatan yang meliputi 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

2. Putusan KHI Pasal 53 tentang kawin hamil memiliki keuntungan 

sebagai maslahah mursalah karena pengertiannya sendiri adalah 

keuntungan yang tidak diakui atau diabaikan oleh ketentuan syari'at. 

Masalah ini, bagaimanapun, diakui menguntungkan manusia. 

Maslahah mursalah berhubungan dengan jenis maslahah lainnya, yaitu 

maslahah dalam tingkatannya. Maslahah dharuriyyah mengandung 

asas kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, 

harta benda, dan sebagainya. 

3. Pasal 53 KHI membatasi kawin hamil. Keputusan ini dapat digunakan 

untuk melakukan perzinahan. Jika keadaan ini terus berlanjut, 

degradasi moral akan semakin parah. Karena keadaan, kondisi, dan 

psikologi masyarakat Indonesia telah berubah, kita harus 

mempertimbangkan kembali keputusan kita untuk menikah dan hamil. 

Pasal 53 KHI harus diubah dan diperjelas untuk menghindari 

peningkatan kasus kawin hamil. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian skripisi ini dengan judul “Ketetapan Kawin Hamil 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Maslahah Mursalah” 

maka penyusun memberikan sedikit saran kepada instansi terkait, antara 

lain: 

1. Kepada para orang tua diharapan dapat membimbing dan membina 

para putra-putrinya dengan norma-norma agama, kesusilaan dan 
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norma-norma yang lain untuk menghindari terjadinya hamil diluar 

nikah. 

2. Kepada para pejabat Peradilan Agama, KUA dan para akademi kiranya 

perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak 

negatif yang akan ditimbulkan dari kawin haiml. Sehingga nantinya 

masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan 

kebolehan kawin. 

3. Kepada Masyarakat harus berpartisipasi membantu mengawasi dan 

mengontrol pergaulan warganya agar tidak melakukan tindakan yang 

menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat 

yang telah mengalami hamil diluar nikah serta mengadakan 

penyuluhan tentang seks bebas bagi remaja. Diharapkan kejadian 

tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat supaya tidak 

mengalami hal yang sama. 

4. Penulis menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam 

pergaulan dengan lawan jenis. Karena dengan dorongan hawa nafsu 

seringkali menjerumuskan manusia kedalam lembah kesesata. 
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